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Abstract

The Financial Services Authority is an independent institution and is free from
interference from other parties that has the functions, duties, authorities as regulation,
supervision and protection. One of the institutions that is closely monitored by the
Financial Services Authority is the Microfinance Institution. The Financial Services
Authority also stipulates that if the business activities of a Microfinance Institution
exceed one district/city area, the institution must transform into a Rural Bank or Sharia
Rural Financing Bank. This policy is of course related to the many problems in the
banking sector that occurred in the crisis and impacted the 21 national private banks
which were liquidated by Bank Indonesia, which found various irregularities so that
many questioned Bank Indonesia's supervision. This study aims to describe the
supervision of the Financial Services Authority and the Standard Operating Procedures
of the Financial Services Authority on the performance of Microfinance Institutions. Data
collection techniques were carried out by questionnaires and literature studies, with
quantitative descriptive analysis techniques. The results of the study show: (1) The
supervision of the Financial Services Authority partially has a positive and significant
influence on the performance of Microfinance Institutions, it can be said that the
significance value is 0.000 with a coefficient value of 0.429. (2) Standard Operating
Procedures of the Financial Services Authority partially have a positive and significant
effect on the performance of Microfinance Institutions, it can be said that the significance
value is 0.000 with a coefficient value of 0.661. (3) Supervision of the Financial Services
Authority and Standard Operating Procedures of the Financial Services Authority
simultaneously have a positive and significant influence on the performance of
Microfinance Institutions, it can be said that this is because a significance value of 0.000
is obtained.
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Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan
pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, wewenang sebagai pengaturan, pengawasan, dan
perlindungan. Salah satu lembaga yang diawasi dengan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan
adalah Lembaga Keuangan Mikro. Otoritas Jasa Keuangan juga menetapkan apabila
kegiatan usaha dari Lembaga Keuangan Mikro melebihi satu wilayah kabupaten/kota
maka lembaga tersebut harus bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kebijakan ini tentunya berkaitan dengan banyaknya
permasalahan di sektor perbankan yang terjadi krisis dan berdampak pada 21 bank swasta
nasional yang dilikuidasi oleh Bank Indonesia, yang ditemukan berbagai penyimpangan
sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Standar
Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan terhadap kinerja Lembaga Keuangan
Mikro. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner dan studi pustaka, dengan
teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja Lembaga Keuangan Mikro, dapat dikatakan demikian karena diperoleh
nilai signifikansi 0,000 dengan nilai koefisien sebesar 0,429. (2) Standar Operasional
Prosedur Otoritas Jasa Keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja Lembaga Keuangan Mikro, dapat dikatakan demikian karena diperoleh
nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien sebesar 0,661. (3) Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan dan Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan secara
simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga
Keuangan Mikro, dapat dikatakan demikian karena diperoleh nilai signifikansi sebesar
0,000.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Lembaga Keuangan Mikro

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas
dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, wewenang sebagali
pengaturan, pengawasan, dan perlindungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara
yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di
sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti
asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini
merupakan peralihan fungsi dari Bank Indonesia (BI) yang mengawasi perbankan
dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank.
Peresmian peralihan tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar
modal dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) pada tanggal 31

Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) pada tahun 2015. Pengalihan dilakukan tidak hanya
berdampak positif terhadap kepentingan lembaga keuangan, melainkan sebagai
tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap konsumen
yang menggunakan jasanya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau yang
biasa disebut OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Salah satu lembaga yang diawasi dengan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga Keuangan Mikro
(LKM) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang menjalankan

248



2\ Nusantara Hasana Journal

Volume 2 No. 3 (Agustus 2022), Page: 247-253

E-ISSN : 2798-1428

fungsinya sebagai lembaga intermediary yang menghimpun dana dari masyarakat
untuk kemudian menyalurkan kepada sektor-sektor yang membutuhkan
(Mardayulis dan Dumai, 2015). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya
disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk
memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik
melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan
masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi
pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Indonesia
dibagi menjadi dua kategori yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang
berwujud bank serta non-bank. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berwujud
bank adalah BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BKD (Bank
Kredit Desa). Selanjutnya yang berwujud non-bank adalah Koperasi Simpan
Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan
(LDKP), Baitul Maal Wat Tanwil (BMT), dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan.

METODE PENELITIAN

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial antara Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) apakah
signifikan atau diperoleh secara kebetulan. Uji F digunakan untuk membuktikan
apakah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara simultan mempunyai pengaruh
terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) apakah signifikan atau
diperoleh secara kebetulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ujit

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikansi untuk Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa HO ditolak maka Ha diterima. Hal tersebut berarti bahwa
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara parsial mempunyai pengaruh
positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikansi untuk Kinerja
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa HO ditolak maka Ha diterima. Hal tersebut berarti bahwa
Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara parsial
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan
Mikro (LKM).

Uji F

Berdasarkan hasil analisis pada diperoleh nilai signifikansi F adalah 0,000 <
0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak maka Ha diterima. Hal
tersebut berarti bahwa Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara simultan
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mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan
Mikro (LKM).

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau
sumbangan antara Pengawasan Otoritas Jasa Keungan (OJK) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kinerja
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) vyang dinyatakan dalam persentase.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh nilai koefisien determinasi
(Adjusted R Square) adalah 0,831. Karena besarnya Adjusted R? = 0.831, maka
besarnya koefisien determinasi adalah D = R? x 100% = 0.831 x 100% = 83,1%.
Ini berarti besarnya kontribusi atau sumbangan Pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah
83,1% sedangkan sisanya 16,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas
dalam penelitian ini.

Pengaruh Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kinerja
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal tersebut
ditunjukkan dari nilai koefisien regersi untuk variabel Pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) adalah 0,429 serta nilai signifikansi 0,000 < dari 0,05. Kehadiran
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia
diharapkan dapat membantu lancarnya kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan,
sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat ter-cover dengan
baik, yang pada akhirnya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan
perekonomian di Indonesia pada umumnya khususnya perbankan. Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan
pemeriksaaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan, lain terhadap
lembaga jasa keuangan, pelaku dan/ pengelolaan penggunaan statuter,
memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain,
menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada
lembaga jasa keuangan. Adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
ternadap lembaga perbankkan akan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh
secara berkelanjutan dan stabil sehingga meningkakan kinerja lembaga
perbankkan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada konsumen dan
masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian Masyithoh (2018) yang menyatakan
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi berpengaruh penting
terhadap Bank Syariah.

Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro
(LKM). Hal tersebut ditunjukkan dari nilai koefisien regersi untuk variabel
Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah 0,661
serta nilai signifikansi 0,000 < dari 0,05. Standar Operasional prosedur (SOP)
tentunya diperlukan dalam proses pelaksanaan dan pengawasan lembaga
keuangan. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan dalam
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melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi pekerjaan. Dengan
adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), seluruh kegiatan perusahaan dapat
dirancang dengan baik dan dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan
perusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat didefinisikan sebagai
dokumen vyang menggambarkan Kkegiatan operasional sehari-hari untuk
pelaksanaan pekerjaan yang benar, akurat dan konsisten untuk menghasilkan
produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan pemantauan dan
penyesuaian terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan,
diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan kinerja lembaga perbankkan di
masa mendatang. Hal ini didukung oleh penelitian Hesty D. Lestari (2012) yang
menyatakan pentingnya tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan
mengawasi sektor jasa keuangan perbankkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diperolen nilai koefisien regresi variabel
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bernilai positif yaitu sebesar 0,429
dan nilai signfikansi uji t adalah 0,000 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpengaruh positif dan signifikan
secara parsial terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Ini berarti
semakin meningkat Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka Kinerja
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga akan meningkat. Berdasarkan hasil
analisis diperoleh nilai koefisien regresi variabel Standar Operasional Prosedur
(SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bernilai positif yaitu sebesar 0,661 dan nilai
signfikansi uji t adalah 0,000 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Standar
Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpengaruh positif
dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Ini berarti semakin meningkat Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) maka Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga akan
meningkat. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signfikansi F adalah 0,000 <
0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
berpengaruh poitif dan signifikan secara simultan terhadap Kinerja Lembaga
Keuangan Mikro (LKM). Ini berarti semakin meningkat Pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) secara bersama-sama maka akan meningkatkan Kinerja
Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
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